
 
 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1096/MENKES/PER/VI/2011 

TENTANG 
HIGIENE SANITASI JASABOGA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang :  a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan dan minuman yang 

dikelola jasaboga yang tidak memenuhi persyaratan higiene sanitasi, 
agar tidak membahayakan kesehatan; 

b. bahwa persyaratan higiene sanitasi jasaboga yang ditetapkan dalam 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 715/Menkes/SK/V/2003 sudah 
tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan 
tentang Higiene Sanitasi Jasaboga; 
 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, 
Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4424); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif 
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada 
Departemen Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4975); 

9.  Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431/Menkes/SK/ IV/2007 
tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan 
di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Dalam Rangka Kesehatan 
Pelabuhan; 

10.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/ VIII/2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG HIGIENE 

SANITASI JASABOGA. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :  
1. Jasaboga adalah usaha pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas 

dasar pesanan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha.  
2. Pengelolaan makanan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penerimaan bahan 

mentah atau makanan terolah, pembuatan, pengubahan bentuk, pengemasan, pewadahan, 
pengangkutan dan penyajian. 

3. Bahan makanan adalah semua bahan baik terolah maupun tidak yang digunakan dalam 
pengolahan makanan, termasuk bahan tambahan makanan. 

4. Higiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi 
terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat dan peralatan 
agar aman dikonsumsi. 

5. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh 
lembaga yang berwenang terhadap jasaboga yang telah memenuhi persyaratan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Penjamah Makanan adalah orang yang secara langsung mengelola makanan.  
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7. Kantor Kesehatan Pelabuhan, yang selanjutnya disingkat KKP adalah unit pelaksana 
teknis Kementerian Kesehatan di wilayah pelabuhan, bandara dan pos lintas batas darat. 

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesehatan.  

 
BAB II 

PENGGOLONGAN 
 

Pasal 2 
(1) Jasaboga berdasarkan luas jangkauan yang dilayani, dikelompokkan atas: 

a. Jasaboga golongan A;  
b. Jasaboga golongan B; dan  
c. Jasaboga golongan C.  

(2) Jasaboga golongan A merupakan jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat 
umum, yang terdiri atas golongan A1, golongan A2, dan golongan A3. 

(3) Jasaboga golongan B merupakan jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat dalam 
kondisi tertentu, meliputi: 
a. asrama haji, asrama transito atau asrama lainnya; 
b. industri, pabrik, pengeboran lepas pantai; 
c. angkutan umum dalam negeri selain pesawat udara; dan 
d. fasilitas pelayanan kesehatan. 

(4) Jasaboga golongan C merupakan jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat di 
dalam alat angkut umum internasional dan pesawat udara. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan jasaboga tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Menteri ini. 

 
BAB III 

PENYELENGGARAAN 
 

Pasal 3 
Setiap jasaboga harus memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 4 

(1) Dalam hal jasaboga akan menyajikan hasil olahan makanan di wilayah pelabuhan, 
bandar udara, pos pemeriksaan lintas batas, harus memperoleh rekomendasi dari 
Kepala KKP. 

(2) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jasaboga harus 
mengajukan permohonan kepada Kepala KKP dengan melampirkan fotokopi izin usaha 
jasaboga dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga. 

(3) Contoh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir 1 
terlampir. 

 
Pasal 5 

(1)  Pengelolaan makanan oleh jasaboga harus memenuhi higiene sanitasi dan dilakukan 
sesuai cara pengolahan makanan yang baik. 

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pengolahan makanan yang baik sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 6 
(1) Setiap tenaga penjamah makanan yang bekerja pada jasaboga harus memiliki sertifikat 

kursus higiene sanitasi makanan, berbadan sehat, dan tidak menderita penyakit 
menular. 

(2) Tenaga penjamah makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan 
pemeriksaan kesehatannya secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun 
bekerja. 

Pasal 7 
(1) Dalam hal jasaboga tidak memenuhi higiene sanitasi dan cara pengolahan makanan 

yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dikenakan tindakan 
administratif oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP. 

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; atau  
c. pencabutan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga. 

(3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP dapat memberikan 
rekomendasi kepada pemerintah kabupaten/kota atau Kantor Administrator 
Pelabuhan/Bandara/Pos Pemeriksaan Lintas Batas Darat untuk dilakukan tindakan 
berupa pencabutan izin usaha. 

 
BAB IV 

SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI JASABOGA 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 8 

(1) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, jasaboga harus 
memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sertifikat Laik 
Higiene Sanitasi Jasaboga untuk jasaboga yang berada di wilayah pelabuhan, bandar 
udara, pos pemeriksaan lintas batas dikeluarkan oleh Kepala KKP. 

(3) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dikeluarkan sesuai golongan jasaboga. 

 
Bagian Kedua 

Persyaratan 
 

Pasal 9 
(1) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga dikeluarkan setelah jasaboga memenuhi 

persyaratan administratif dan persyaratan teknis. 
(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku; 
b. Pas foto terbaru ukuran 3x4 cm dan 4x6 cm masing-masing sebanyak 2 (dua) 

lembar; 
c. fotokopi sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi bagi pemilik/pengusaha;  
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d. denah bangunan dapur; 
e. surat penunjukan tenaga sanitarian atau tenaga yang memiliki pengetahuan higiene 

sanitasi sebagai penanggung jawab jasaboga; 
f. fotokopi ijazah tenaga sanitarian atau sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi; 

dan 
g. fotokopi sertifikat kursus higiene sanitasi bagi penjamah makanan minimal 1 orang. 

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan bangunan, 
peralatan, ketenagaan, dan bahan makanan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. 

 
Bagian Ketiga 

Tata Cara Memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga 
 

Pasal 10 
(1) Dalam rangka pemberian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga, Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP membentuk Tim Pemeriksa yang 
bertugas melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9. 

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan di 
bidang higiene sanitasi yang bertugas melakukan pemeriksaan lapangan dan menilai 
kelaikan higiene sanitasi jasaboga. 

 
Pasal 11 

(1) Untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga, Pemilik jasaboga 
mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala 
KKP dengan melampirkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (2), dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 
2 terlampir. 

(2) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP menetapkan Tim Pemeriksa Uji Kelaikan 
Jasaboga. 

(3) Tim Pemeriksa melakukan kunjungan dan pemeriksaan untuk menilai kelaikan 
persyaratan bangunan, peralatan, ketenagaan, dan bahan makanan baik fisik, kimia, 
maupun bakteriologis dan seluruh rangkaian proses produksi makanan dengan 
menggunakan contoh Formulir 3 dan Formulir 4 sebagaimana terlampir. 

(4) Pemeriksaan terhadap bahan makanan harus dilakukan melalui uji laboratorium 
terhadap sampel makanan di laboratorium yang  memiliki kemampuan. 

(5) Tim Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP yang telah 
menugaskannya dalam berita acara kelaikan fisik, berita acara pemeriksaan sampel 
makanan, dan surat rekomendasi laik higiene sanitasi dengan menggunakan contoh 
sebagaimana tercantum dalam Formulir 5, Formulir 6, dan Formulir 7 terlampir. 

(6) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga dapat dikeluarkan setelah pemohon 
dinyatakan telah memenuhi persyaratan oleh Tim Pemeriksa dengan menggunakan 
contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 8 terlampir. 
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Bagian Keempat 
Biaya 

 
Pasal 12 

(1) Terhadap permohonan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga dikenai biaya sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, biaya yang telah 
dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. 

 
Bagian Kelima 
Masa Berlaku 

 
Pasal 13 

(1) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat 
diperpanjang selama memenuhi persyaratan. 

(2) Ketentuan perpanjangan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. 

 
Pasal 14 

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga tidak berlaku atau menjadi batal apabila: 
b. terjadi pergantian pemilik;  
c. pindah lokasi/alamat;  
d. tidak melakukan kegiatan selama 1(satu) tahun berturut-turut; atau  
e. dinyatakan dicabut karena tidak laik higiene sanitasi atau menyebabkan terjadinya 

Kejadian Luar Biasa keracunan makanan. 
 

BAB V 
PELATIHAN 

 
Pasal 15 

(1)  Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang 
berkerja di jasaboga dapat dilakukan pelatihan/kursus higiene sanitasi makanan. 

(2) Pelatihan/kursus higiene sanitasi makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dinas 
kesehatan kabupaten/kota atau lembaga/institusi lain sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Pedoman penyelenggaraan pelatihan/kursus higiene sanitasi makanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. 

 
BAB VI 

KEJADIAN LUAR BIASA  
 

Pasal 16 
Setiap pemilik atau penanggung jawab jasaboga yang menerima laporan atau mengetahui 
adanya kejadian keracunan makanan atau kematian yang diduga berasal dari makanan yang 
diproduksinya wajib melaporkan kepada puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota atau 
KKP setempat. 
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Pasal 17 
(1) Dalam hal terjadinya kejadian keracunan makanan dan/atau Kejadian Luar Biasa 

keracunan makanan, Pemerintah mengambil langkah-langkah penanggulangan.  
(2) Langkah penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 

kegiatan investigasi dan surveilans, serta pengambilan sampel dan spesimen jasaboga 
yang diperlukan. 

(3) Pengambilan sampel dan spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 
petugas sanitarian terlatih dan diperiksa di laboratorium yang telah terakreditasi. 

(4) Ketentuan pemeriksaan sampel dan spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. 

 
BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 

Pasal 18 
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan 

secara berjenjang oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. 

 
BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 19 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:  
a. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga yang telah ada berdasarkan Keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor 715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi 
Jasaboga, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. 

b. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga yang sedang dalam proses, dilaksanakan sesuai 
ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 715/Menkes/SK/V/2003 tentang 
Persyaratan Higiene Sanitasi Jasaboga. 

 
BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 20 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Jasaboga dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 21 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 
 
 
 
 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2011 
MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 28 Juni 2011 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
PATRIALIS AKBAR 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 372 
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